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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALINAU 

NOMOR : 470/10 -DUKCAPIL/2021 

 

TENTANG 

 

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALINAU  

 

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATN SIPIL,       

             

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjamin mutu 

pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya 

penyelenggaraan pelayanan prima, diperlukan Standar 

Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau; 

 

      b.  bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat 

terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan 

kualitas terhadap pelayanan publik sesuai dengan 

amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

dan berbagai peraturan terkait lainnya; 

 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar 

Pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;  

 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan 

Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3962); 

 

 

 

 

 

     

 

2. Undang-Undang……… 

..…..……… 



 

 2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 209 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

 

 3. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5362); 

 

 4. Undang–Undang  Nomor  24  Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 

 

 5. Undang - Undang  Nomor 1 Tahun 1974  tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3019 ); 

  

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  5887); 

 

 7. Peraturan Presiden  Nomor 96 Tahun 2018 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 184); 

 

 8.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 

 

                            9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 80); 

                          

                           10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 

2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau ; 

 
 

 

 

    

12. Peraturan .…..……… 



 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Malinau (Lembaran  Daerah Kabupaten Malinau Tahun 

2016 Nomor 4); 

 

 12. Peraturan Bupati Malianu Nomor 43 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 

Fungsi serta  Tata Kerja Dinas Daerah  (Berita Daerah 

Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43). 

      

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL  TENTANG  PENETAPAN STANDAR 

PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALINAU;  

 

KESATU : Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Malinau sebagaimana tercantum dalam  

Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari keputusan ini; 

KEDUA :  Standar  Pelayanan pada Dinas  Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau meliputi ruang 

lingkup pelayanan : 

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

b. Pelayanan Pencatatan Sipil 

c. Pemanfaatan Data Kependudukan        

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum 

Kesatu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana 

dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh 

pimpinan, penyelenggara aparat pengawasan dan 

masyarakat dalam dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik; 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

  

  Ditetapkan di Malinau 

  pada tanggal  11 Januari 2021 

 

                                                         Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
     DAN PENCATATAN SIPIL 

      KABUPATEN MALINAU, 
 

 

 

 

                                                                      WESLY DING, SE, M.Si 

     NIP. 19740808 200112 1 004 


